MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 26 IPER.KOMINFO/4/2006
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENS| RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang . a.bahwa ketentuan tentang jenis Penggunaan spektrum
frekuensi radio, indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) dan
indeks biaya daya pemancaran frekuensi (Ip) sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 lentang  Petunjuk
Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio periu
disempurnakan agar dapat mencakup ketentuan penggunaan
spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara untuk
keperiuan penelitian non komersial, kegiatan kunjungan
kenegaraan, bencana alam, hantuan kemanusiaan atau
keselamatan jiwa manusia dan harta benda;

b. bahwa untuk melaksanakan  ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a « Perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Menter; Komunikasi dan Informatika Nomar;
19/PER . KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikg,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997
: tentang Jenis Penerimaan Negara Bulan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687),

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomar 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3881):




Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomoer 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000
tentang Penggunaan Spekirum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005
tentangTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Rerlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Grganisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

7. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor
01/PM.KOMINFO/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

8. Peraturan  Menteri Komunikasi  dan Informatika Nomor
03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan
" Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan
Yang Mengatur Maleri Muatan Khusus di Bidang Pos dan
Telekomunikasi;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatka Nomor
17/PIM.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan
Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

10.Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
19/P/IM.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanf
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI - DAN INFORMATIKA NOMOR:
19/PER.KOMINFQ/10/2005 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO.

Pasal |

Kelentuan dalam Lampiran | Peraturan Mentern Komunikasi dan
Informatika Namor: 19/P/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya
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Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio  diubah sebagai

berikut:

Menambah jenis penggunaan frekue

nsi beserta Ib dan Ip nya dalam

Tabel Indeks Biaya Pendudukan Frekuensi (Ib) dan Indeks Biaya
Pemancaran Daya (Ip) yang berbunyi:

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI b | i

|_harta benda

Penggunaan spektrum frekuensi
radio yang bersifat sementara
untuk keperluan penelitan non

komersial, kegiatan  kunjungan 0,000 0,000
kenegaraan, bencana alam,
bantuan kemanusiaan atau

keselamatan jiwa manusia dan

[ A AN N

Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

JAKARTA
12 September 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

JALIL

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Luar Negeri:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
Menteri Pertahanan;

Menteri Keuangan:

Kepala Bapennas:

Panglima TNI;

Sekretaris Negara:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia:
Gubernur Bank Indonesia:

Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala
Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;

Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkun
dan Informatika;

gan Departemen Komunikasi




